BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Bantuan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak-anak yang
melakukan tindak pidana adalah dengan menyediakan Penasehat
hukum untuk memberikan bantuan hokum kepada anak-anak yang
menjadi tersangka maupun terdakwa dari suatu tindak pidana.
Pemerintah dalam hal ini melakukan kerjasama dengan para
lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Perlindungan Anak
untuk memberikan bantuan hokum kepada anak sebagai pelaku
tindak pidana.

Penyediaan penasehat hokum untuk memberikan bantuan hokum
tertuang dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang
Advokat yang mana ketentuan dalam pasal tersebut mengatur
mengenai bantuan hokum secara cuma-cuma yang diberikan Advokat
kepada mereka pencari keadilan yang tidak mampu. Yang kemudian
persyaratan dan tata cara untuk memperoleh bantuan hokum tersebut
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Secara Cuma-Cuma. Di samping itu pemberian bantuan hokum

berupa Penasehat hukum tertuang dalam Prinsip-prinsip Dasar
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tentang Peranan Penasehat Hukum/Pembela yang disetujui oleh
Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Delapan mengenai
Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Pelanggaran Hukum,
Havana, Kuba 27 Agustus - 7 September 1990. Dengan demikian
maka setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak
mendapatkan bantuan hukum yang diberikan Negara berupa
penasehat hukum.

Hambatan-hambatan dalammemberikan bantuan hokum terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana adalah masih kurangnya kesadaran
baik dari instasi penegak hukum, instansi pemerintah, maupun
masyarakat, bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah
sekaligus korban dari system negara. Kurangnya pemahaman para
aparat penegak hokum dalam memberikan hak kepada seorang anak
untuk mendapatkan bantuan hokum menjadi suatu factor penghambat
dalam pelaksanaan hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan
bantuan hokum dari penasehat hukumnya. Para aparat penegak
hokum masih mepunyai pola pikir bahwa hadirnya penasehat hokum
hanya akan menghambat proses pemeriksaan baik di Kepolisian,
Kejaksaan maupun di Pengadilan, sehingga kadang anak tersebut
harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak perlu
didampingi sampai tingkat pengadilan. Selain dari itu factor anggaran

juga menghambat terlaksananya pemberian bantuan hukum, dalam
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beberapa kasus yang ditangani baik itu oleh Yayasan Prayuwana dan
LBH Perlindungan Anak kebanyakan kasus yang ditangani biaya
operasional berasal dari uang mereka sendiri. Adanya Peraturan
Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma tidak dibarengi
dengan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah guna memberikan
bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang
tidak mampu. Sehingga d alam beberapa kasus yang dilimpahkan
baik itu oleh KPAI sebagai suatu Komisi yang dibentuk berdasarkan
UU kepada beberapa yayasan dan lembaga tidak dapat berjalan
dengan optimal karena anggaran yang dimilikinya terbatas.
Kemudian persepsi masyarakat dalam hal ini keluarga pelaku yang
menganggap bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai
suatu tindakan yang sangat memalukan (aib keluarga) sehingga
kadang mereka malu untuk meminta bantuan hukum kepada lembaga

pemerintah maupun yayasan atau lembaga bantuan hukum.

5.2 SARAN

Perlu adanya aparatur penegak hokum baik itu Kepolisian, Kejaksaan
dan Pengadilan yang benar-benar mengerti masalah anak serta
mengetahui hak-hak yang dimiliki anak ketika anak tersebut
berkonflik dengan hukum. Selain itu pengefektifan fungsi Bapas

sebagai unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan HAM yang
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mempunyai  fungsi memberikan pelayanan kepada klien
pemasyarakatan dan dalam melaksanakan tugasnya bapas
melaksanakan litmas (penelitian masyrakat) baik atau tanpa maupun
atas permintaan polisi, jaksa maupun hakim. Disamping itu
pelatihan-pelatihan yang telah digalakkan Pemerintah baik itu oleh
KPAI maupun lembaga-lembaga lain yang mempunyai konsen di
bidang perlindungan anak harus lebih di tingkatkan agar pelaksanaan
bantuan hukum demi tercapainya keadilan bagi anak tersebut dapat
tercapai. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D yang memberikan
hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hokum berperan dalam
pemenuhan hak atas keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan

hukum.

Pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan bantuann hokum
sebagaimana tertuang dalamPasal 51 UU No. 3 tahun 1997 lebih baik
kata-kata ‘“hak” berubah menjadi “wajib” sebagaimana tertuang
dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak yang kini telah
menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini untuk sebagai
suatu jaminan pasti agar pelaksanaan hukum bagi si anak berjalan
dengan baik, dan putusan yang dijatuhkan merupakan hasil yang

terbaik bagi si anak. Selain itu karena dalam praktiknya masih banyak
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aparat penegak hukum yang menganggap hadirnya penasehat hokum
hanya mempersulit perkara sehingga para anak yang melakukan
kejahatan diminta menandatangani surat pernyataan tidak didampingi
penasehat hokum sampai proses dipengadilan. Disamping hadirnya
penasehat hokum kehadiran orangtua/wali/orang tua asuhnya sangat
diperlukan agar adanya suasana kekeluargaan dalam setiap

pemeriksaan dan tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.
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